
BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
 

NOMOR  :  13         SERI  :   A 
 
 

PERATURAN WALIKOTA BEKASI 
NOMOR 13 TAHUN 2007 
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PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 08 TAHUN 2007 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2007 
 
 

WALIKOTA BEKASI 
 
 

Menimbang : a.  bahwa sesuai kebutuhan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam 
objek belanja dan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam 
jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD 
dan/atau Sekretaris Daerah; 

b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 
Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun anggaran 2007 mengalami beberapa pergeseran 
anggaran; 

c. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana huruf b diatas, dilakukan 
dengan cara mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, maka 
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 Tahun 2007 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2007 dipandang perlu dilakukan perubahan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

 
 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

 
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi  (Lembaran Negara Tahun 
1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663); 
 
 



3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

 
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 

 
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
6. Undang-undang Nomr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

 
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4548); 

 
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOmor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4438); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

 
 

 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4139); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 



 
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2007 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A); 

 
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor 4 Seri A). 

 
Memperhatikan  : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2007; 
 

3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. 

 
 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI 
NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2007. 

 
 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2007 diubah sebagai 
berikut: 
 
A. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi: 
 

“Pasal 3 
 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci leih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan Walikota ini. 
 
B. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi: 
 

“Pasal 4 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota. 

 
C. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi: 
 

“Pasal 5 
 

Pelaksanaan Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 Tahun 2007 tentang 
Penjabaran APBD Tahun anggaran 2007 yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 
 

 
 
 



Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 
 
 
 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 19 Juni 2007 
       

WALIKOTA  BEKASI 
 

Ttd/Cap 
 

AKHMAD ZURFAIH 
 
 

Diundangkan di  Bekasi 
pada tanggal 19 Juni 2007 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI 

 
 
 

TJANDRA UTAMA EFFENDI 
    Pembina Utama Muda 
       NIP. 010 081 186 
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